WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR |b TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR

Menimbang:

Mengingat :

20 TAHUN 2011 TENTANG LJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam
penerbitan  perizinan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian  perizinan, serta untuk melaksanakan

“ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kola

Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tjin Gangguan,
maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 20 Tahun 2011 tentang [jin Gangguan. “

Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatblaad
1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan
Staatblaad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta,

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lemburuan Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tcntang
Penanaman Modal (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembarun Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoncsia Nomor 4846);




7.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan
Publik (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, ‘l'ambahan Lembaran  Nupara  Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Duerah don Retribusi Dacrah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Talun 2009  lenlung
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Letmbatan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059},

Undang-Unduang  Nomor 12 Tohun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undanguan (Lembarun
Negaea  Republik Indoncsia  Tahun 2011 Nomor B2
Tambahan Lembaran Negurn Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5492);

Undung-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45 Tambsahan Lembaran Negara Repuhlik
Indoncsia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara  Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimans
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Scmarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 (eniang
Pembentukan Kecamatan di  Wilayah  Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat I[I Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Scmarang dalam
Wilayah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negura Republik Indonesia 4593);
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17.

18,

19.

20.

21.

2.

28.

29,

Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tcntang
Kawasan Industri (Lembaran Nepara Repubbk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987%);

Peruturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tcntang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomoar 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 99. Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomar 5149);

Peraturan 'emerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Linglcungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor H285);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 teniang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Ncgara Rcpublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53357);

Peraturan  Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-

undangun;

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pinly;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tabun 2006

tentang Pedoman Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penctapan Tzin Gangguan di Daerahy;

. Peraturan Daerah Kota Scmarang Nomor 2 Tahun 1994

tentang Penanggulanguan Bahaya Kebakaran dalam
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lecmbaran Daerah Kota Semarang Tahun 1994 Nomor 2
Seri T, Tambahan Lembaran Daerahh Kota Semarang
Nomaor 2);

. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);

Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bangunan Gedung (lembarun Daerah Kota
Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 35);

Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Scmarang
Tahun 2011-2031 (Lembaran Dacrah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 61);

Pcraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Ljin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahon Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomaor 65);




30. Peraturan Daecrah Kota Scmarang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kola Semarang Nomor 71);

31. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 8§ Tahun 2014
tentang erizinan dan Non I'crizinan (Lcmbaran Dacrah
Kota Secmarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Dacrah Kola Scmarang Nomaor 93);

J2. Peroturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelengeoaraan Penataan Menara
Telckonmunikasl Bersama di Kota Scmarang (Berita Dacrah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomar 8 Seri E);

A3. Peraturan  Walikota Semarang Nomor 5 Tanhun 2009
tentang Peltunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Scmarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Uchgendalian
Lingkungan Hidup (Berita Dacrah Kota Semarang Tahun
2009 Nomor 5);

34, Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A Tahun 2011
tentang Hubungan Kerja Badan Pelayanan Penjinan
Terpadu dengan Dinas Daerah di Linglungan Pemerintah
Kota Scmarang (Berita Dacrah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 1A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG LITN GANGGUAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagman Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peralurun Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.
2.

3

4.

4

Daecrah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsut
penyelenggara Pemerintaban Daerah.

walikota adalah Walikota Semarang.

Dinas adalah Dinas Teknis vang bertanggung jawab di bidang
pemanfaatan bangunan dan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tcknis yang bertanggung jawab di
bidang pemanfastan bangunan dan gedung di lingkungan Pemerintuh
Naerah.

Instansi yang hortangpung jawab dalam bidang perizinan gangguan adalah
Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan gangguan di
lingktungan Pemerintah Daerah.




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16,

17.

18.

Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Lingkungan Hidup adalah
Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Lingkungan Hidup di
lingkungan Pemerintah Dacrah.

Izin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegialan kepada orang
pribadi atau badan di lokasi tertentu yong dopiat menimbulkan hahaya,
kerugian dan pgangguan, tidak termasuk tcmpat usaha/kegiatan vang
lokasinya tclah ditunjuk olch 'emcerintah Pusat atau 'emerintah Daerah,

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan  sarana  dan prasarana penunpmg yang
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah
merniliki [jin Usaha kawasan Industri,

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
balu dan/atou  memanfaatitan sumber  days  indusiri schingew
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
tingg, termnasuk jasa industr.

Bukan indusin adalah kegiatan ekonomi yang melakukan usaha di luar
kegmatun mdustn.

Usaha Keoil adalah kegiatan ckonomi rakyat yang dimibki aleh warga
Ncpgara Indoncsia, dengan moemiliki  kekayaan bersih  lchih  dari
Rp.50.000.000,00 (hma puluh juta) sampai dengan paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupialy) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000
(iga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banvak Rp.
2.500.000.000,00 (daa milyar lima ratus juta rupiah).

Uzsaha Mikro adalah Kegiatan ckonomi rakyat yang dimiliki olch warga
Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Izin Lingkungan adalah izin vang diberikan kepada sctiap orang yang
melakukan Usaha dan/atau Kegilatan yang wanb Amdal atau UKL-UPL
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingllungan hidup sebagai
prasyarat mempcerolch izin Usaha dan/atau Kegiatan,

Analisis Mengenai Dampak Linglkungan Hidup, yangselanjutnya disebut
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau
Kegiatan.

Upaya Penpgelulaan Lingkungan Helup dan Upaya Peinaolauan
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah
pengelolaan dan pemantauan tecrhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau
Kcgiatan.

Sural Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantavan Linglangan
Hidup yang selanjutnya disebul SPPL adalah pernyataan kesanggupan
dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengeclolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan
hidup dari uspha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan
yang wajib amdal atau UKL-UPL.,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang Udak melakuken

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
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lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yvayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usalia ctap,

19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 20
Tahun 2011 tentang ljin Gangguan.

Bagian Kcedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk rmmembenkan arahan dan pedoman
dalam kegiatan:

a. pelayanan penerbitan Izin Gangguan;
b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Izin Gangguan; dan

¢. pencrapan sanksi administratif.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. menjamin kepastan hukum bagr para pemangko kepentngan dadaan
kegiatan penerbitan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
dalam penyelenggaraan Izin Gangguan,; dan

b. untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan hidup
guna mendukung ketertiban umuin dan pelestanan ingkungan hidup.

Pasal 4
Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a. kriteria gangguan, kegiatan usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan, dan
kriteria indeks gangguan;
persyaratan dan tate cara perizinar;
hak, kewnjiban, dan larangan;
maonitoring dan evaluasi serta pelaporan;

pengawasan dan pengendalian; dan

S S I -

sanlsl administratif.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN, KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IZIN
GANGGUAN, DAN KRITERIA INDEKS GANGGUAN

RBagian Kesatu
Krileria Gungguan
Pasal 5
(1) Kriteria gangguan terdin dan gangguan terhadap:

a. lingkungan;




b. sosial kemasyarakatan; dan/atan
t-. ekonomi. ‘

(2) Kriteria gangguan terhadap lingkungan sebagaimuana dimaksud  pada ayal
(1) huruf a meliputi gangguan terhadap [ungsi tanah, air tapab, sungai,
laul, udera dan gangguan yang bersumber dari getaran, kebisingan
dan/atau kcbauan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-
undangan tentang lingkungan hidup.

(3) Kriteria ganpgpuan lerhadap sosial kemaayarakatan sebagnimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancamon kemerosotan moral
dan/atau ketertiban umurmn.

(4) Kriteria gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi ancaman terhadap:

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

b. penurunan nilai ekonomi henda tetap dan benda bergerak yang berada
di sekitar lokasi usaha.

Pasal 6

(1) Rencana kegiatan usaha yang memenuhi kritcria gangguan terhadap
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan
rencana kegintan usaha yang terdiri dari:

a. keglatan usaha yang wajib AMDAL;
b. kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL; atau

c. kegiatan usaha yang wajib Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
(SPPL).

(2} Rencana kegiatan usaha sebagnimana dimaoksud puda ayul (1) berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 7

Rcncana kegiatan usaha yang memenuhi kriteria gangguan terhadap sosial
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) apabila:

a. menyedinkian minuman keras;

melaksanakan kegiatan usaha lebib daed pukual 24,00 WIR,
berpotensi menimbulkan praktik prostitusi;

berpotensi menimbulkan perjudian;

berpotensi menimbulkan ledakan /kebakaran,

berpotenat menimbullcan kebisingan /getaran;

berpotens: memmbulkan kebauan;

RSB RO T

berpotensi menimbulkan radiasi; dan/atau
berpotensi menimbulkan limbah padat dan cair.

a2
»

Pasal 8

Rencana kegiatan usaha yang memenuhi kriteria gangmian terhadap ekonomi
sebugmimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) apabila:

a. berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat bag ekonomi masyarakat
Jokal;




b. berpotensi akan menurunkan usaha ckonomi masyaraleat lokal; dan/atau

¢. berpotensi pada penurunan nilai ekonomis harta benda milik masyarakat
lokal.

Bagian Kedua
Kepinlan Usaha yang Wajib Memllild Izin Gangguan
Pasal Y

Kegialan usaha yang wajib memiliki Izin Gangguan diklasifikasikan dalam 2
{dua) jenis, yaitu:

a. kegiatan industin; dan
b. kegiatan bukan industri.

Pasal 10
(1) Kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
a. industri makanan dan minuman;
b. industii minuman berallkohol;
. industri tembakau;
d. industri tekstil dan produk tekstil;
e. industri penyamakan dan pengolahan kulit;
f. industri pengolaban lamak dan damar;
g. industri kayu;
h. industri kertas serta barang-barang dari kertas;

i. industri kimia dan bahan-bahan kimia, minyak bumi, gas, batu bara,
karet, dan plastik;

j- industri bahan galian mineral bukan logam;
k. industri logam dasar;
l. industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya;
m. industri penyulingan;
i, wwlastri penggilingan;
o, indusiri bahan peledak;
p- industri perakitan/karoseri;
q- industri penpolahan sampah; dan
r. ndustri pengolahan hasil laut, hasil burni dan hasll hutan.
(2) Kegiatan bukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b

meliputi:

o, tempatl penyimpanan/gudang;

b. usaha mimah tangga (home industry),;

c. apotik, toko obat, dan sejenisnya,

d. perkantoran, pertokoan, tempat perbelanjaan;
¢

rumah sakit, rumuh bersalin, balal pengobatan, praktek dokter dan
bidan;

[ laboratorium klinik;




oo
:

stasiun radio, televisi, studio rekaman, studio musik;
menaras lelekomunikasi;

warung, restoran, cafe don sejenisnya;

usaha perscwaan alat boerat;

usaha persewaan kendaraan;

usaha perparkiran;

usaha penyimpanan/puol kenduroan angkutsn barang/orang dan pet
kernag;

usaha jasa penjahitan;

penjualan minyak pelumas eceran termasuk servis ganti minyak
pelumauas;

penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;

usaha penyimpanan/distributor/Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar
Gas, residu, spiritus, alkohol dan sejenisnys;

usaha perbengkelan;

usaha penampungan dan penjualan barang bekas;

usaha budi daya peternakan;

usuha pemotongan hewan;

pengepukon barang-barang dagangan sortasi perusahaasn ekspedisi;

penyimpanan/pengolahan/pengerjoan barang-barang hasil laut, hasil
bumii dan hasil hutan;

ruang pamer kendaraan bermotor (show room);
pembuatan mukanan dan minuman;

usaha pencucian kendaraan bermolor;

. usaha pencucian pakaian (laundry);

usaha rekreasi, hiburan, permainan kctangkasan, kecantikan,
kebugaran dan olahraga;

usnha pengimapan;

usiha tempat kost, asrama, rumah pondokan dan scjchisnya; dan
usaha pendidikan, kursus dan pelalihan,

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan mcmiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 10 adalah:

kegiatan yang herlokasi di dalam Kawasan Industr, Kawasan Berikat, dan
Kawasan Ekonomi Khusus,

n.

b.

kematan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah
memiliki izin gangguan; dean

usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau
persil serta dampak kegiatan usahanya tidak kelhar dari bangunan atau

persil.




Bagian Ketiga
Krileria Indeks Gangguan
Pasal 12
(1) Kegialan  usahu sebaganimana dimaksud dalam Pasal 10 dibagi dalam
kategori indeks gangguan kecil dan indcks ganggsmn besar,
(2) Kepiatan usahia dengan kalepon indeks gnngguan besar apabila:

a. menghasilkan, menyimpan, dan/atau menggunakan bahan berbahaya
dan berncun (Bd);

b. menghasilltan, menyimpan, dan/atau menggunakan limbah  bhahan
berbahaya dan beracun (B3);

c. berpotensi menimbulkan gangpuan kebisingan, getaran, kebauan,
radiasi, dan/atau keamanan masyarakat pada kawasan permukiman;

d. kegiatan usaha industri yang berada di luar kawasan industri tetapi
berndn di peruntukkan tata miang industri; dan/atau

¢. jenis kegiatan usaha yang merupakan pendukung dari kawasan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang.

(3) Kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam indeks gangguan besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kegiatan usaha
dengan kategori indeks gangguan kocil.

BAB ITI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN
Bapiun Kesatu
Limum
Pasal 1.3

(1) Setiap orang atau badan ysaha yung menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki 1zin Gangguan.

(2) Selain kegiatan usaha yang disehutkan dalam Pasal 10 (etup diwajibkan
memiliki izin gangguan apabila;

a. memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan
Pasal 8; dan

b. dipersyaratkan oleh peraturnon perundang-undangan.

(3) Setiap pemegang Izin Gangguan wajib mcmasang tanda Izin
Gangguan/Daftar Ulang [zin Gangguan/Perubahan lzin Gangguan.

(4) Pedoman pembuatan dan pemasungan tandae Izin Gangguan/Daftar Ulang
Izin Gangguan/Perubahan Izin Gangguan sehapgaimana dimaksud pada
ayat (3) ditutapkan vloh Dinas.

Pasal 14
(1) Permohonan Izin Gangguan diajukan kepada Walikota,
(2) Walikota berwenang menerima permohonan atanl menolak permohonan Lzin
Gaupruat,
(3) Walikota melimpahkan kewenangan dalam penerbitan dan penolakan

permohonan Izin Gangguan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan.
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(4) Hubungan kerja antara Instansi yvang bertanggung jawab dalam bidang
Perizinun Guangguan dengan instansi teknis  terkait dalam  perizinan
panpgeuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undongan,

Bapian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Gangguan
Pasal 15

(1) Sctiap orang atau badan usaha untuk memperoleh lzin Gangguan wajib
mengajukan permohonan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam
bidang Perizinan Gangguan,

(2)

Pemohon lzin Ganpgpuan peroranpan dan badan usaha wajib mengisi
Formulir Permohonan Tzin Gangguan dengan melampirkan:

a.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau  bagi
permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;

. fotokopi scrtifikat atas tanah/bukt kepermilikun olos uneh/ bukb

perolehan/ penguasaan atas tanah yang sah dan masih berlaku;

. bukti pembayaran lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;

d. fotokopi Keterangan Rencana Kota (KRK) beacrta lampiran gambarnya

h.

yang masih berlaku;

. futokopi Surat Keputusan tentung Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

beserta lampiran gambarnya;

bagi kegiatan usaha vang tidak wajib memiliki izin lingkungan maka
melampirkan SPPL sedangkan bagi rencana usaha dan/atau kegialan
vang wajib AMDAL/UKL-TIPL wajih melampirkan izin lingkuangan
hidup;

. bagi kegiatan usaha yang sudah beroperasional dan belum memiliki

izin lingkungan, maka meclampirkan dokumen lingkungan hidup vang

dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

gambar teknis tempat usaba sedangkon khusus unluk kegioian
mdustri  dilengkapl  rancangan (et lelak instlssi/peraloaton/
perlengkapan bangunan industri yang ditandatangani olch
pemilik / pelaku usaha dan perencana denah kegiatan usaha;

surat pemyataan persetujuan/tidak keberatan dari tetangga vyang
berbatasan langsung dengan lokasi usaha dengan diketahui olch Lurah
setempat  sedangken khusus untuk menara tclckomunikasi
melampirkan persetujuan  lelangga  sesuai dengan radius rebahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
diketahui oleh Lurah setempal;

surat pernyataan dan gambar yang memuat tata cara pengolahan
limbah dan/atau denah saluran pembuangan limbah yang tercalisasi
atau dircncanakan yang ditandatangani oleh pemilik/pelaku usaha dan
perencana denah kegialan usahia;

. rekomendasi lain dan Instansi Teknis yang berkaitan dengan kegiatan

usahanya; dan

surat pernyataan memenuhn semua kewajibon dalam pemberan Lzin
Gangguan.
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(3) Pemochon lzin Gangguan yang berbentuk badan usaha, selain wajib
memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
melampirkan:

a. fotokopi akie pendirian usaha dan akte perubahan terakhir apabila
telah memliki perubahan akte pendirian usaha; dan

b. surat/dokumen yang mencrangkan bahwa tanah terschul merupnkuan
aset badan usaha apabila tensh terscbut merupakan aset badan
usaha,

(4) Pernohon Izin Gangguan baik perseorangan maupun badan usaha yang
bukan sebugai pemegang Hak atas Tanah schagaimana termuat di dalam
Sertifikal Tanah, makn wajib melampirkan:

a. fatokopi dokumen bukl penguasoon/pemanfaatan/perjanjian scwa-
menycwa atas tanah dan/aitau bangunan di atasnya yang digunakan
sebagal tempat usaha; dan

b. surat pcrnyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan/atau
bangunan atas pengajuan permohonan Izin Gangguan.

(3) Rekomendasi lain dari Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf k memuat persyaratan tcknis yang ditelapkan oleh jnstansi
telnis terkait dengan kegiatan usaha tersebut sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16
(1) 1zin Gangguan diterbitkan apabila:
4. lelah memenuhi persyaratan administratif sccara lengkap dan benar;

b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tcrmuat dalam
rekomendasi dari Instansi Teknis;

¢. telah memenuhi persyaratan teknis berupa rekomendasi dari Dinas yang
memuat Izin Gangguan dapat diterbitkan, dan

d. tclah menycrahkan bukti pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

(2) Dinas melaksanakan verifikasi/pengecckan lapangan alas persyaratan
teknis sebaguimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan membuat Berita
Acara Hasil Verifikasi,

(3) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan pertimbangatt dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkan
Dinas.

(#4) Instanei yang bertanggung jawnb dalam  bidang Perizinan Gangguan
menerbitkan bukti tanda pendallaran apubila persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar.

(5) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan  Gangguian
berwenang mcenolak permohonan Izin Gangguan apabila perayaratan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hural d
tidak lengkap dan fidak benar scrta memerintahkan Pemohon untuk
melengkapi semua persyaratan administratif,

(6) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan
berwenang menolak permohonan Izin Gangguan apahila persyaratan teknis
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ¢ tidak dipenuhi.

(7) Penolakan terhadap permohonan lzin Gangguan scbagaimana dimaksud
pada ayat (6) disertni dengan  alasan penolakan dan disampaikan kepada
Pemohon Izin Gangguan dalam bentuk tertulis.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

©)

(1)

Bagian Ketiga
Perayatalan dan 1'ata Cara Daftar Ulang 1zin Gangguan
Pasal 17

Jangka waktu berlakunya Izin Gangpuan ditetapkan selama usaha
tersebut masih berjalan, kecuali:

#. terpnc perubahan usaha, perubahan luasan tempat usaha, perubahan
status kepemilikan dan/atau pecrubahan lokasi; dan

b. sudah tidak scsuai denpan Rencana Tata Ruang.

Pemcgang Izin Gangguan wajib melabuikan Dattar Ulang lzin Gangplian
secura periodik kepada inslans) yang bertangpung jawab dalam bidang
Perizinan Gangguan:

a. setiap 5 (lima) tahun sekali untuk kegiatan industri; dan

b. setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk kegiatan bukan industri.

Daftar Ulang lzin Gangguan secara periodik wajib dilakukan scbhelum batas
wakiu sebagaimana dimaksod pada ayat (2) humaf a dan hwaf b apabila
jangka waktu penguasaan/pemanfaatan/sewa atas tanah  dan/atau
bangunan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b,

Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digjukan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa daftar ulang.

Pemohon Daftar Ulang Izin Gangguan perorangan dan badan usaha wajib
mengisi Formulir Daftar Ulang Izin Gangguan dengan melampirkan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi
permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;

b. fotokopi lzin Gungpuan beserla lampiran Gambare yaog dimilikinya;

c. [otokopt bukt lunas pembayatan Pajale Bumi dan Bangunan yang
terakiur;

d. surat pernyataan yang memuat keterangan/uraian usaha tidak terjadi
perubahan usaha, perubahan luasan tcmpat usaha, perubahan lokasi
usaha, perubahan status Kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau
status kepemilikan usaha; dan

e. glrat pernyataan memermihi semua kewajiban dalam pemberan [zin
Gangguiarn.

Pemohon Daftar Ulang Izin Gangguan yang berbentuk badan usaha, selain
wajib memenuhi persyaratan sehagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib
melampirkan:

a. fulokopi akia pendivian usaha dan akta perubahan terakhir apabila telah
memiliki perubahan alkta pendinan usaha; dan

b. surat/dokumen yang menerangkan bahwa tanal tersebut merupakan
asct badan usaha apabila tanah tersebut merupakan asel badan usaha.

Pasal 18
Daftar Ulang Izin Ganppuan diterbitkan, apubilu:

a. telah memenuhi persyaratun  administradl  sebapgaimana  dimalesud
dalam Pasal 17 ayat {5) dan ayat (b) secara lengkap dan benar; dan
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(2)

(3)

(4)

(®)

(7)

(1)

(<)

b. telah memenuh persyaralan tekois yang (ernual dalam rekomendoest
teknis yang dibuat Dinas, meliputis tidak terjadi perubahan usaha,

perubahan luasan tempat usaha, perubahan lokasi usaha, dan/atau
perubahan kepemilikan kegiatan usaha.

Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan atas persyaratan teknis
sehapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan membuat RBenta Acara
Hagsil Verifikasi/pcngecckan lapangan.

Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayst (2) menjadi
bahan pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi yang diterbitkuan
Dinas,

Instanst yang berlanggung  jawab dalam Indang Perizinan  Gangphan
menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hwruf a dan huraf b telah lengkap dan benar.,
Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan
berwenang menolak permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan apabila
perayaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

tidak lengkap dan tidak benar serta memerintahkan Pemohon untuk
melengkap semus persyaratan adommistranf,

Inatansi yang bertangegung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan
berwenang menolak permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan apabila
persyaratan teknis sebuogoimona dimeksud podo wyal (1) hueal b tidok
dipenuhi,

Penolakan terhadap permmohonon Daltar Ulang Lan Gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disertai dengan alasan penolakan dan
disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk tertulis.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Perubahan Izin Ganggnan
Pasal 19

Pemegang [zin Gangguan wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin
Gangguan kepada Tnstansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Gangguan, apahila terjadi:

a. perubahan status kepemilikan usaha;
h. perubahan luasan tempat usaha;

¢. perubabian usaha) danfatau

d. perubahan lokasi,

Persyaratan dan tata cara permohonan Perubahan Izin Gangguan bagi

kegiatan usaha yang terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b, wejib mengisi Formulir Perubanhan lzin Gangguan

dengan melampirkan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi
permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa
beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk pernben dan penerima kuasa,

b. fotokopi Izin Gangguan beserta lampiran Gonbmr, yang dimilikiny:;

c. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
dan

d. khusus bagi permohonan karena perubahan luasan tempat usaha wajib
melampirkan izin hngkungan atau SPPL sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

14




e. Surat Pernyualusn/keterangan/uraian vang memual adanya perubahan
status kepemilikan atas usaha dan/atau perubshan luasan tempat
usaha; dan

f. Surat Pernyataan memenuby scimua kewajiban dalam pemberian 1zin
Gangguan.

(3) Pemohon lzin Gangguan yang berbentuk badan usaha, selain wajib
memehuhi  persyaratan  scbagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
melampirkan:

a. fotokopi akte pendiran usaba dun skle perubuhan terakhir apahbila telah
memiliki perubahan akia pendirian usaha; dan

b, surat/dokumen yanpg menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan
uset budun usgha apabila tanah tergscbut merupakan aset badan usaha.

(#) Pemohon Izin Gangguan baik perseorangan maupun badan usaha yang
bukan sebagai pomegang Hak alas Tanah sebagaimana termuat di dalam
Sertifikat Tanah, maka wajib melampirkan:

a, fotokopi dokumen bukt penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-
menyewa atas tanah dan/atau bangunan di atasnya vang digunalan
sebagai tempat usnha; dan

b. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik hak atas tanah dan/atau
banpunan atas pengajuan permohonan Izin Gangguan.

(5) Persyaratan dan tata cara permohonan Perubahan Izin Gangguan bagi
kegialan usaha yang terjadi perubahan usaha dan/atau perubahan lokasi
usaha scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d, wajib
mengajukan Izin Gangguan baru sebagaimana diatur dalam Pa=sal 15 dan
Pasal 16.

Pasal 20
(1) Instansi yang berlunggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan
menerbitkan perubahan Izin Gangguan dalam bentuk Jzin Gangguan yang
baru apabila:
a. telah memenuhi persyaratan admministratif secara lengkap dan benar;
dan

b. telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimuat dalam
rekomendasi leknis yang dibuat Thnar.

¢. membayar Retribusi [zin Gangguan dan menyerahkan fotokopl bulkti
pembayaran Retribusi Izin Gangguan kecuali bapi pomohon perulzahian
Izin Gangguan karcna adanya perubahan status kepemilikan.

(2) Dinas melaksanakan verifikasi di lapangan atas pcrsyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b dan membuat Berita Acara
Haail Verifikasi/pengecckan lapangan,

(3) Berita Acara Hasil Verifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan pertimbangan dalam pemberian Reckomendasi yang diterbitkan
Dinas.

(4) Instansi yang bertanggung jawab delamm bidang Perizinan Gangguan
menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tclah lcngkap dan benar.

(5) Instansi yang bertanggung jawnb dalam bidang Perizinan Gangguan
berwenang menolak permohonan Perubahan Izin Gangguan apabila
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
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dan huruf ¢ tidak lengkap dan tidak benar sertn memerintahkan Pemohon
untuk melengkapi scmua persyaratan administratif.

(6) Instansi yang bertangoung jawab dalom bhidang Perizinan CGangguan
berwenang mcnolak permohonan Perubahan Izin Gangguuan wapabila
persyaradun leknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
dipenubhi.

{(¥) Penolakan lerhadap permohonan perubahan Izin Geangguen scbagaimana
dimakaud pada ayvat (6) disertai dengan glusnan  penolakan  duan
disampaikan kepada Pemnohon dalam bentuk tertulis,

Bagian Kclima
Standar Prosedur Opcerasional dan Standart Pelayanan Publik/Standar
Pelayanan Minimal
Pagal 21

Proses dan jangka waktu penerbitan Izin Gangguan, Daftar Ulang Izin
Gangguan dan Perubahan Izin Gangguan, sebagaimana dimeaksud dalam Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan
berdasarkan  Standar Prosedur Operasional dan Standart Pelayanan
Publik/Standar Peclayanan Minimal sebagaimuna diatur dalam pcraturan
perundang-undangan.

Pasal 22

Proscs pencrbitan Rekomendasi Teknis dari Instansi Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k, ditetapkan berdasarkan Standar
Prosedur Operasional yang ditetapkan Instansi Teknis pernberi rekomendasi.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Perizinan Gangguan
Pasal 23
(1) Instansi vang bertanggung jawald dalun  bidang perizinan  gangguan
mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Perizinan Ganppuun
dengan sistem elektronik dan teknologi informasi yang memuat;
n. syaraf dan tata cara perizinan gangguan, dan
b. data jumlah izin gangguan beserta jenis Usaba dan pemilik izin usaha
yang terdin dari:
1. jumnlah Izin Gangguan yang telah diterbitkan;
2. jumlah Daftar Ulang Izin Gangguan;
3. jumlah Perubahan lzin Ganggarn;
4

. juinlah pemegung Izin Gangguan yang iclah melanggar Peraturan
Daerah dan Peratwan Walikota ini dan  lelah diben sanksi
administratif.

(2) Sistem Informasi schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hersitat
terbuka untuk publik dan dilnksanaukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan
mengelola data jumlah izin gangguan beserta jenis usaha dan pemilik izin
usnha sebapuimana dimaksud pada ayat (1) huruf b scbagai bahan/data
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dalam kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam
bidang perizinan gangguan yang dapat diakses dengan mudah oleh Dinas,

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 24

(1) Setiap pemegang Izin Gangguan herhak melaksanakan kegiatan usaha
sesuai dengan ketentuan Tzin Gangpuan dan perturon perundoang-

undangan.

(2) Sctiap pemepang lzin Gangpuan berkcewajiban melaksanakan ketentuan
sebagnimnnn dintur dalam Peraturan Dacrah dan ketentilan teknis yvang
termuat dalam Izin Gangguan.

(3) Setiap pemegang Ijiin Gangguan dilarang;

a. merubah dan/atau memperluas tempat usaha tanpa memiliki Izin
Gangguan atas perubahian tempat usaha;

b. menjalankan usaba yang Udak sesuai dengoan izin yong diberikan;
dan/atau

¢. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan
atau gangguan,

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAFPORAN
Pasal 25

(1) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan
melaksanakan:

a. moniforing proses dan penerbifan penzinan gangguan; dan
h. evaliasi perizinan gangguan.

(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Inatansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan wajib
menyampaikan laporan penycleniggaraan penerbitan lzitt Gangguan berupa
laporan periodik setiap bulan kepada Walikola dengan tembusan kepada
Kepala Dinas.

(2) Laporan periodik setiap bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipuli data jurnlah izin gungguan beserla jenis usaba dan pemilik izin
usaha yang terdini dan:

a, Juunlaly o Gangeaan yang telal citechitkan,

b. jumlah Daftar Ulang lzin Gangguan;

c. jumlah Perubahan Izin Gangguan,

d. jumlah pemegang lzan Guogeusnn yuang  lelah meluopear Peraluraa
Daerah  dan Peratuiran  Walikota ini serta  telah  diberi  sanksi
administratif.
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(3) Laporan  penyelenggaraan penerbitan Izin  Gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan/data untuk mclaksanakan kegiatan
pengawnsan lapangan dan penegakan hukum vang dilakukan Dinas.

RBAR V]
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Unum
Pasal 27

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Gangpuan
dilaksanakan dengan cara:

a. pengawasan administratit dilaksanakan olch Instansi yang bertanggung
jawab dalam bidang Perizinan Gangguan; dan

b. pcngawasan teknis dan lapangan dilaksanakan oleh Dinas,

(?) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan:

a. pendataan;

b. pemantauan;
c. pelaporan; dan
d

. evaluasi.

Bagian Kedua
Penpgawasan Administratif
Pasal 28

(1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 27 ayat (1)
hurf a dilaksanaken untuk pentaatan pemegang Izin Gangguan dalam
melakukan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan
Walikota ini.

(2) Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Gangguan
menerbitkan Surat Pemberitahuan untuk melakukan Daftar Ulang kepada
pemegang lzin Gangguan.

(3) Burat Pewbernitabiuan sebagaumana diunaksud pada ayal (2) tordiri dari:

a. Surat Pemberitahuan | (kesatu) diterbitkan 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya batas waktu daftar ulang;

b. Sural Pemnbentahuan I (keduw) diterbitkon 2 (dua) bulon sebelum
berakhirnya batas waktu daftar ulang; dan

¢. Surat Pemberitahuan 1l (ketiga) diterbitkkan 1 (satu) bulan sebelum
berakhimya batas waktu daftar ulang.

(4) Surat Pcmberitahuan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan
secara langsung kepada Pemegang lzin Gangguan/pengelola kegiatan
usaha/karyawannya di tempat Kegiatan Usaha.

(5) Ketidaktaatan atas Surat Pembentahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menjadi dasar untuk pengawasan lapangan vang dilaltsanakan oleh
Dinas.
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Raginn Ketign
Pengawasan Lapangan
Pazal 29

(1) Dinas melaksanakan pengawasan lapangan sccara periodik dan/atau
ingidentil atas pelaksanaan perizinun gunggLn,

(2) Pelaksanaan pengawasan lapangan sceard periodile seboagunirnann dimnkeud
pada ayat (1) dilakukan untuk pentaatan bagl pemegang  Izin
Gangguan/penanggungjawab kegiatan usaha atas pelaksanaan kewnjibun
dan larangan scbagaimana dimaksud dalam Pernturan Daernh dan Pagal
24 uyal (2) dan ayal (3) Peraturan Walikota ini.

(3) Peluksunuun pengawasan lapaongan ingidentil sebaganimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan atas dasat:

a. laporan Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinun
Gangguan atas ketidaktaatan Pemegang lzin Gangguan berdasarkan
pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

b. laporan Kecamatan/Kelurahan; dan/atau
¢. laporan/pengaduan measyarakul,

(4) Kepala Dinas menugaskan  Petugas Pengawas Lapangan untuk
melaksanakan pengawasan lapangan.

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Dinas dapat melibatkun Kecamatan dan Kelirahan yang
membawalu lempat usaha pemegang Izin (tangguan.

Pasal 30
(1) Petugas Pengawas Lapangan berwenang:
a. melakukan pemantauan;

=

mcminta keterangan;
membuat salinan dari dokumen dan/atau
mcmbuat catatan yang diperiukan;

memeriksa kesesuaian perizinan;

- o op e

memasuki tempat usaha;
memotret; dan

T

h. memeriksu peralatan/mesin.

(2) Pemegang Izin Gangpuan/pengelola/karyawan kegintan  usabia dilaraog
menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan lapangan.

Pasal 31

(1) Petugas Pengawas Lapangan dalam pelaksanaan  tugasnya dapat
melibatkan Kecamatan dan Kelurahan yang membawahi tempat usaha
pemegang Izin Gangguan.

(2) Keterlibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pengawasan
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan
cara:

a. dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pelaksanaun pengawasan di
tempat usaha; dan/atau
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b. memberikan laporan/pengaduan kcpada Dinas dan/atau DPctugas
Pengawas Lapangan.

Pasal 32

Petugas Pengawas Lapangan menyusun Benta Acara Hasil Pengawasan
Lapanpan dan melaporkan secara tertulis kepodo Kepaln Dinoas alas hosil
pengawasan lapangan yeuig telah dilakukan paling lambat 7 han kerja selelah
nengawasan dilaksanakan.

Pasal 33

Hasil pengawasan lapangan yang dilakukan Petugaz Pengawas Lapangan
memjach dasar penjaluhan sanksi administratif apabila ditemukan adanya
pelanggaran atas lzin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
dan Peraturan Walikota ini.

BAB Vi1
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kcsatu
Umum
Pasal 34

(1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemcgang
Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha apabila melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 24 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Walikota ini.

(2) Sanksi Administratif schagaimana dimaksud pada ayal (1) terdin dari:

4. leguran/peringalan tertulis;
b. paksaan Pemerintah; dan
¢. pencabutan Izin Gangpuan.

(3) Sanksi Administratif berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huwaf b terdivi dari:

a. penandaan/pemberian tanda sanksi administratif;, dan
b. pembeluan Izin Gangeuan untuk sementara waktu.

Pasal 35

(l) Waliknin mﬂlimpmhkun kHWHnunEnn nmtule mPﬁij”hh‘Hﬂ ranlai
administratif sebognimonn dimaksud dolam Posal 34 ayat (2) huruf a dan
ayat (3) huruf a kcpada Kcpala Dinas dan dituangkan dalam bentuk
Keputusan.

(2) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b
kepada Kepala Instansi yvang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan
Gangguan dan dituangkan dalam bentuk Keputusan.

(3) Kewenangan penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan Izin
Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c tetap
menjadi kewenangan Walikota dan dituangkan dalam bentuk Kepulusan,
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(4) Pelaksanaan sanksi administratifl sebogmimann dimaksud pada ayat (1),
ayul (2) dan ayal (3) di bawah pengawasan teknis dari Pctugas Pengawas
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Teguran /Ieringatan Tertulia
Pasal 36

(1) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1), dijatuhkan kecpada Pemegang Izin
Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha apabila melanggar ketentuan
sebagaimana dalam Pasal 13, Pasal 24 ayat (2) dan ayal (3) Peraturan
Walikota ini.

(2) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis schagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijatuhkan kepada Pemegang lzin Gungguan/ Penanggung
jawab kegiatan usaha apabila telah dilaksanakan pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Walikota ini.

{(3) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksiud
pacla ayat (1) disertni perintah untuk mclaksanakan:

a. pengajuan  permnohonan  Izin  Qangguan/Daltar  Ulang  Izin
Gangguan/Perubahan Izin Gangguan; dan/atau

b. melaksanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Gangguan.

(4) Sanksi administratif teguran/peringatan tcriulis schagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan dan dilaksanakan secara bertahap:

a. Teguran/Peringatan Terlulis T (Kesatu) untuk jangka waktu 7 (tujuh)
han kalender terhitung sejak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulis
ini olch Pcmegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan usaha
/Pengelola kegiatan usaha/karyawannya;

b. Teguran/Peringatan Tertulis II (Kedua) untuk jangka waktu 7 (tujuh)
harn kalender scjak diterimanya Teguran/Peringatan Tertulis ini oleh
Pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegialan usaha/lengelola
kegiatan usaha/karyawannya; dan

¢. Teguran/Peringaian Tertulis I1I (Ketiga) untuk jangka waktu 7 {tujuh)
hari kalender scjak diterimanya Teguran/DPeringaton Tertulis ini oleh
Pemncgang 1zin Gangguan/Penungeung jawab keplatan usaha/Pengelola
kegiatan usaha/karyawannya,

(5) Sanksi administratif teguran/pcringatan tertulis yang dijatuhkan secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan Petugas
Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.




Paragraf 2
Paksaan Pemerintah
Pasal 37

Banksi administratif palkaaan Pemerintah yang berupa penandaan/pemberian
tanda sanksi administratif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3}
hurul a diterbitkan oleh Kepala Dinae apabila berdasarkan Laporan Petugas

Pengawas l.apangan Atas pelaksanaan sanksi administraltif
teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimalsud dalam Pasal 36 tidak
ditinti pemegang ban Gangguan/ pomanpgung jawab kegiatan usaha / pengclola

kegiatan usaha.

Pasal 38

(1) Sanksi administratif paksaaan Pcmerintah yang berupa
penandaan/pemberian tanda sanksi administratif scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 341 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Polis1 Pamong
Praja dengan didampingi oleh Petugas Pengawas Lapangan.

(2} Sanksi administratil paksaan pormnerintah VHTIL berups
pcnandaan/pemberian tanda sanksi administratif sebagaimana dimelksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. menyerahkan Kepulusan Sanksi adminmistratifl paksaan Pemerintah
kepada Pemegang Izin Gangguan/ Penanggung jawab kegiatan
usaha/pengelola kegintun usaha/ karyawannya; dan

b. mclakukan pcnandaan berupa pita  kuning/stiker/papan  yang
hertuliskan

1. “BELUM MEMILIKI IZIN GANGGUAN"; atau

2. “MELANGGAR PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA
DAN/ATAU PERSYARATAN IZIN GANGGUAN”".

(3) Sanksl administratif paksasan Pemerintah berupa penandaan/pemberian
tanda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayal
(2) disertai perintah untuk melaksanakan:

a. pengajuan  permohonan  Izin  Gangguan/Daftar  Ulang  lzin
Gangguan/Perubahan Izin Gangguan; dan/atau

I. melaksanakan persyaratan yang termuat dalam Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota ini, dan Perizinan Gangpuan.

(4) Jangka waktu poenandaan/pemberian  tanda  sanksi  administratif
schagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan:

a. Izin Gangguan telah diterbitkan oleh Instansi yang bertanggung jawab
dalam bidang Perizinan Gangguan; dan/atau

b. ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dacrah dan
Peraturan Walikota ini.

(5) Apabila dalam wakti 30 hari perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak ditaati pemegung Izin Gungguan/Penanggung jawab kegiatan usaha,
Petugas Pengawas Lapangan melaporkan kepada Kepala Dinas, untuk:

a. merekomendasikan kepada Instansi yang bertanggung jawab dalam
bidang Pcrizinan Gangguan untuk dilaksanakan Pembekuan Izin
Gangmuan unfuk sementars waklu; alou

b, menpusulkan kepada Inatansi yang berwenang untuk melakukan
penegakan hukum kepada pelaku usaha sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 39

(1) Sanksi administratif paksaaan Pemerintah yvang berupa pembekuan Izin
Gangguan untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Kepala Instansi yang berlunggung jawab
dalam bidang Perizinan Gangguan apabila:

a, berdasarkan Laporan DPetugas Pengawas Lapangan ata’ pelakaanaan
sanksi administratit paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 yang telah dijatuhkan kepada Pemegang Izin Gangguan tidak
ditaati; dan

b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan semua mstansi leknis
terkail.

(2) Instansi yang bertangming jawah dalam bhidang Perimnan  Gangminan
melaporkan kepada Walikota apabila berdasarkan rapat koordinasi dengan
semnua  Instansi teknis terkait diputuskan akan dilaksanakan Sanksi
administratif paksaaan Pemerintah yang berupa pembekuan lzin Gangguan
untuk sementara walktu,

Paxzal 40

(1) Sanksi administratif paksasnan Pemerintah yang berupa pembekuan lzin
Gangguan untuk scmentara waktu schagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (3) hurut b dilaksanakan oleh Satnan Poligi Pamong Praja dengan
didamping Petlugas Pengawas Lapangat.

(2) Sanksi administratif paksaan pemerintalh yang berupa pembelkuan lzin
Gangguan untuk sementara waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:

a. menyerahkan Keputusan Sanksi administratif paksaan Pemerintah
kepada Pemegang Izin Gangguan/Penanggung jawab kegiatan
usaha/pengelola kegiatan usaha/karyawannya; dan

b. melakukan penandaan berupa pita kuning/stiker/papan yang
bertuliskan “IZIN GANGGUAN DIBEKUKAN SEMENTARA WAKTU”.

(3) Sanksi administratif paksaon Pemerintah berupa pembockuan lein
Gangguan untuk sementara walktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai perintah untuk melaksanakan:

a. pengajuan permohonan lzin Gangguan baru; dan

b. melaksanakan pecrayaratan yang termuat dalam Peranturun Daernh,
Peraturan Walikota ini, dan Perzinan Gangguan.

(4) Jangka waktiu pupandaan schagaimana dimaksud pada ayat (2) hurof b
berlaku sampai dengan Izin Gangguan yang baru telah diterbitkan dan
ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota ini.

(5) Apabila dalam waktu 30 (tiga pulub) hari kalender, perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati pemegang Izin Gangguan, Petupas
Pengawas Lapangan mclaporkan kepada Kepala Dinas, untuk:

a. merckomendasikan kepada Instansi yang bertanggung jawab dalam
bidang Perizinan Gangguan untuk dilaksanakan Pencabutan Izin
Gangguan oleh Walikota; atau

b. mengusulkan kepada Instansi yang berwenang unluk  melakukun
pencgakan hukum kepada pelaku usaha scsuai ketemfuan peraturan
perundang-undangan.

23




Paragral 3
Penecabutan [zin Gangguan
Pasal 41

(1) Banksi adminisiratif berupa  pencabutan Izin Gungguan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) hurul ¢ dilakukan sebagal langkah
terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi admimstratif.

(2) Sanksi administratif berupa pencalbulan Izin Gangguan sebagaimana
dimalksud pada ayat (1) diusulkan Kepala Instansi vang bertangeungy jawab
dalam bidang Perizinan Guogguun kepuadn Walikota apabila:

a. Kepala Dinas telah morckomendasikan untuk dilalesanakan Poneabulan
Brin Clanppuan denguan mendosarkan pada Laporan Polupas Pengowaos
Lapangan atas pelaksanaan sanksi adminisirulil paksaan pcmerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang teclah dijatuhkan kepada
Pemegang Izin Gangguan tidak ditaati; dan

b. telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan scmua instansi ieknis
terkait.

(3) Instansi yang bertanggung jawsb dala bidung Perizinan  Gangguan
mengusulkan kepada Walikota apabila berdasarkan rapat koordinasi
dengan semua instansi teknis terkait diputuskan pencabutan lzin
Gangguan.

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.

(5) Pencabutan Izin Gangguan dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan
dalam pencabutan izin kegialan usaha sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 42

(1) Pemegang Izin Gangguan yang dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan Izin Ganggnan  bechak  mengajukan hak jawab  sebelum
dijatuhlkannya sanksi pencabutan Izin Gangguan,

(2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat
pemberitahuan pencabutan [zin Gangguan.

(3) Hak jawaly sebugpimann dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk
tertulis dan herisikan argumentasi disertai bukl-bukti buhwa kewajiban
vang dipersyaratkan dalam hasil pengawasan dan pengendalian telah
dilaksanakan.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterimanya surat hak jawab schagaimana dimaksud pada ayat (3),
Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.

(5) Dularmn  mengambil keputusan scbagaimana dimeksud pada ayat (4),
Walikota wajib mendnsarkan rekomendusi dari:
a. Kepala Inslansi yang bertanggung jawab dalam bidang perizinan
gangguan;
b. Kepala Dinas; dan
¢. Kepala instansi teknis di lingkungan Pemerntah Duoeruh yang terkait
dengan jenis kegiatan usahanya.
(b) Keputusan Walikota yang memuat diterima atau ditolaknya hak jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai alasan-alasannya, dikirimkan
kepada pemegang Izin Gangguan.
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(7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puhih) hari kalender sejak diterimanya surat
hak jawab, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab
pemegang Izin Gangguan dinyatakan diterima,

(8) Selama jangka waktu hak jawab achagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4), Pemegang lzin Gangguan wajibh mentaati sanksi administrabl
paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3)
huruf b.

BAD VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Pemegang Izin Gangguan yang:

a. memiliki lzin Gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 2011 tentang ljin Gangguan;

b. kegiatan usahanya tidak ada perubahan usaha maupun luasan tempat
uanha; dan

¢. kegialan usahanya masih sesuai dengan Kencana Tata Ruang Wilayah
scbagaimana diatur dalam Pcraturan Daeruh Kola Semarang Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun
2011-2031;

wajib mengajukan Izin QGangguan dengan persyaratan dan  (ala carg
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, tanpa diwajibkan
melampirkan izin {okasi /1zin prinsip.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan Walikotla ini mulai berlaku pada thngeal diundangkan.,

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada fanggal 28 \ma 200§
WALIKOTA SEMARANG

HENDKRAR PRIHAIN

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 AUpy 20\
SEKRETARIS DAERAH

iy

ADI TRTI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR u)
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